BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR X\ TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui
apraisal secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3
tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

b. bahwa penghitungan secara periodik terhadap
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah
dilakukan oleh kantor jasa penilai publik sehingga
pengaturan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu



Mengingat :

1.

membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);



Menetapkan:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan  Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR
51 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2017 Nomor 51) diubah sebagai berikut :



ZAELAH DITELITI KEBENARANNYA : .
Perundang - Undangan adalah sebesar Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat

Kabag Hukum

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk pajak
adalah sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus
ribu rupiah) /bulan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

Besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk pajak

ratus ribu rupiah) /bulan.

5. RIS, SHL,ME Fmanl I
:,:wlmr‘:gqffy';p - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
Ditetapkan di a Sabak
TELAH DITELITI KEBENARANNYA | padetingeal 10 [FR: 2020
SEKWAN | o taneaw | RASUBBAG (B'MTAN UNG JABUNG TIMUR,
“sz””’ SOMing o H. ROB‘I HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal |p Agpgztug 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

L

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR L“



